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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan
dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi
dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diwajibkan
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang



dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah wunsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7).
Kemudian untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 48 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan,;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

a0

Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas, dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.4. Peta Proses Bisnis
Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Tasikmaaya yaiti sebagai Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung



kepada Wali Kota. Proses penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dapat dilihat
pada gamabar di bawah ini.

Gambar....
Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
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1.5. Susunan Organisasi
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditunjang dengan Susunan
Organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawahkan:
a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan;

a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan,



b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Rumah Sakit Umum
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1.6. Aspek Strategis

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan
produktifitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu tolok ukur
keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara lebih
merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita,
meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan
memperpanjang usia harapan hidup.

Pemerintah masih menghadapi tantangan lima isu strategis yang menjadi
prioritas dalam pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan (2020-2024). Kelima isu
utama tersebut telah diidentifikasi dalam Rakerkesnas (Rapat Kerja Kesehatan
Nasional) tahun 2019 yakni angka kematian ibu atau angka kematian neonatal yang
masih tinggi, stunting, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan
cakupan imunisasi dasar lengkap.

Data hasil Litbangkes berskala nasional sangat diperlukan untuk
mengevaluasi program nasional, salah satunya Riskesdas dan Burden of Disease
atau BoD (mengukur besarnya perbandingan health loss dari semua macam
penyakit mayor).

Riskesdas juga mengungkapkan terjadi peningkatan Penyakit Tidak Menular
(PTM) yang memerlukan strategi penanganan dan pengendalian khusus.
Berdasarkan hasil BoD, beban penyakit yang ditunjukkan dengan Tahun Hidup
Yang Hilang akibat Kematian Dini dan Disabilitas karena Sakit atau DALY Lost,
pada periode 1990-2017, bergeser secara signifikan dari PM (Penyakit Menular) ke
PTM. Bahkan pada tahun 2017, secara nasional beban PTM mencapai proporsi 70%.

1.7. Landasan Hukum
LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



1.8.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah; 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah;

. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Struktur
Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum

dan Sistematika laporan.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis 2023-2026, Perjanjian Kinerja
Tahun 2023 dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) SAKIP tahun 2022.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja tahun 2023, realisasi anggaran tahun

2023 dan analisis efisiensi tahun 2023.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk
jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/ /Dinkes
Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan
/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dibuat
pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Selanjutnya,
Renstra tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2, Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan
dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui
strategi yang tepat. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan



Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.

Rumusan pernyataan Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan arah
kebijakan Kota Tasikmalaya pada RPD 2023 - 2026 yang selaras dengan pencapaian
tujuan bidang kesehatan, yaitu: Terwujudnya sumber daya manusia yang
berkualitas berbasis kearifan lokal. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat dengan strategi Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan.

Arah kebijakan yang selaras dengan strategi pencapaian tujuan bidang
kesehatan Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan.

Kemudian Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, merumuskan strategi dan
arah kebijakan sesuai dengan Visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah
Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya kualitas |[Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan  kualitas dan|
implementasi layanan publik dan pelayanan publik yang cepat, kuantitas aparatur yang
reformasi birokrasi akuntabiltas mudah, transparan, ditunjang oleh penyediaan
Dinas Kesehatan pengelolaan keuangan : : : sarana prasarana yang

profesional dan inovatif .
. . . memadai.
berbasis t?kHOIOgI 1nf(?ma31 2. Percepatan penerapan sistem
serta Meningkatkan sistem dan teknologi informasi padal
pengelolaan keuangan daerah| semua pelayanan publik dan|
lyang efektif, efisien, penunjang kerja perangkaf]
transparan, akuntabel dan dae?ah )
terintegrasi mulai dari 3. Peningkatan sistem)
pengelolaan keuangan daerah|
perencanaan, penganggaran, . efektif, efisien,
pelaksanaan, pengawasan, transparan, akuntabel dan|
dan pelaporan yang diimbangi| terintegrasi mulai dari
dengan peningkatan perencanaan, penganggaran,
pendapatan daerah pelaksanaan, pengawasan, dan|
pelaporan.

4. Peningkatan pendapatan
daerah untuk mendukung
pendanaan pembangunan|
daerah




Meningkatnya derajat
kesehatan masyakat

Meningkatnya kualitas |1.
pelayanan kesehatan

Meningkatkan mutu
pelayanan sesuai standar
pada fasilitas pelayanan
kesehatan;

. Meningkatkan pencegahan

dan pengendalian penyakit
serta kesehatan
lingkungan; dan

. Meningkatkan sinergitas

dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang
kesehatan.

[8

. Peningkatan sarana prasarana

. Peningkatan

. Peningkatan

. Peningkatan sinergitas lintas

fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai standar;
kualitas dan
kuantitas SDM kesehatan.
upaya
pencegahan dan pengendalian
penyakit serta kesehatan
lingkungan;

sektor dan
masyarakat
kesehatan.

pemberdayaan
dalam bidang

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Dinas Kesehatan menetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan 5

indikator kinerja pada tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Kinerja Target Kinerja Dinas Kesehatan
Tahun 2023-2026

f : Target
TUJUAN SASARAN IT(?;'EARE?\R SATUAN K"\“erlla
wa 2023 2024 2025 2026
Terwujudnya Indeks Reformasi
implementasi Birokrasi Dinas Kategori B B B B B
reformasi Kesehatan
birokrasi Dinas
. 1 | Indeks Kepuasan
Kesehatan Meningkatnya Masyarakaﬂu Katedori Baik Baik Baik Baik Baik
kualitas 9 (60,04) | (81,22) | (82) (83) (84)
pelayanan
publik dan 2 | Nilai Evaluasi
akuntabiltas SAKIP Dinas Katedori BB BB BB BB BB
pengelolaan Kesehatan aegort | (77,91) | (78,41) | (78,91) | (79,41) | (79,91)
keuangan
Meningkatnya . .
Derajat Usia Harapan Hidup Tahun 72,34 72,57 72,69 72,81 72,94
kesehatal? ¢ Meningkatnya 1 | Angka Kematian Per
masyaraka Kualitas Ibu 100.000 | 312,5 | 303,8 | 286,5 | 269,1 | 251,7
Pelayanan KH
Kesehatan 2 | Angka Kematian Per 1.000
Bayi er|<|-'| 8,5 8,6 8,2 7,7 7,3
3 | Prevalensi
Stunting % 14,8 171 16,1 15,1 14,1




2.4. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menetapkan kebijakan, program

operasional, dan kegiatan dengan tahapan mulai dari penetapan tujuan dan sasaran

tahun 2022-2023. Selanjutnya merumuskan dan menetapkan Program dan Kegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang

dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah

dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian

visi dan misi. Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada rencana stragtegis

meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

o oo op

e ]
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i.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;

Peningkatan Pelayanan BLUD;

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Kesehatan Masyarakat

a.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten Kota;

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a.

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
Pendataan Keluarga Sehat;
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia

Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota;



c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah bupaten/Kota.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
tertentu Perusahaan Rumah Tangga;

c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM);

e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan;

f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota;

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.5. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan sasaran yang direncanakan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
memiliki 5 (lima) Program dan 25 Kegiatan. Dalam melaksanakan program
pembangunan daerah bidang kesehatan, terdapat indikator-indikator yang harus
dicapai dalam pemenuhan kinerja, dan sebagai bahan dasar penyusunan kegiatan
Tahun 2023, yaitu Indikator tersebut yang mengacu pada Rencana Strategi Dinas
Kesehatan Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.3

Indikator dan Program Dinas Kesehatan Sesuai Renstra Tahun 2023

No Program Indikator Satuan @ Target
1. | Program Penunjang Urusan | Persentase pemenuhan % 100
Pemerintah Daerah kebutuhan penunjang perangkat
daerah
2.  Program Pemenuhan Upaya @ Rasio Faskes terhadap penduduk Per 1,1
Kesehatan Perorangan Dan 10.000
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Indeks Keluarga Sehat Poin 0,35
Indeks Pencapaian SPM % Tuntas
kesehatan Pratama
(70-79)
Cakupan Layanan Kesehatan % 25,2
Masyarakat
Cakupan Kinerja Layanan P2P % 100
Cakupan Jaminan Kesehatan % 82
Nasional (UHC)
Persentase Balita Stunting % 17,1
Capaian Kota Sehat % 100
Cakupan penelitian kesehatan % 100
Cakupan Kinerja Pelayanan % 71
Kesehatan
Capaian Penyelenggaraan % 100
Operasional Puskesmas
laboratorium dan gudang farmasi
Cakupan Faskes dengan SIK % 100
terinterasi
Cakupan Rumah Sakit Kelas C, % 100
D dan Faskes Tk.Kota dengan ijin
operasional yang masih berlaku
3. | Program Peningkatan | Persentase tenaga kesehatan % 91
Kapasitas Sumber Daya yang tersertifikasi
Manusia Kesehatan
4.  Program Sediaan Farmasi, Persentase sarana kefarmasian % 76,7
Alat Kesehatan Dan  dan Makanan Minuman Sesuai
Makanan Minuman Standar
5.  Program Pemberdayaan Persentase Perangkat Daerah % 25
Masyarakat Bidang | yang melaksanakan kebijakan
Kesehatan GERMAS
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan intansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Renformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan,

Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023- 2026, Dokumen Rencana Kinerja
Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Perubahanya.
Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2023 dalam mencapai Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan target kinerja
tahun kelima dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, yang memuat
sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kategori BB
pelayanan public dan
akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik
2 Meningkatnya kualitas Angka Kematian Ibu 303 Per 100.000 KH
pelayanan kesehatan
Angka Kematian Bayi 8,6 Per 1.000 KH
Prevalensi Stunting 17,1%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Kesehatan
mendapat dukungan anggaran dari APBD Tahun 2023  sebesar
Rp.421.968.536.217,- yang dipergunakan untuk melaksanakan 25 (dua puluh lima)
kegiatan yang terangkum dalam S (lima) program termasuk program fixed cost dan
program rutin, yang terdapat dalam lampiran perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai

berikut :



Table 2.5

Rincian Anggaran Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program

Anggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan
publiK dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan

Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Penunjang urusan pemerintahan

310.926.626.274

Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Prevalensi Stunting

. Pemenuhan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat

. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia Kesehatan

. Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan Dan Makanan Minuman

. Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan

106.993.498.343




2.7.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Pj.
Walikota Tasikmalaya. Dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan
(Eselon 1) dengan Eselon 1ll dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon 1lI

dengan pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Nomor: 13 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2023-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota

Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6

Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

SATUAN

PENJELASAN
NO | STRATEGIS e FORMULASI / RUMUS
ALASAN PERITUNGAN SUMBER DATA
1 | Meningkatnya | Hasil Kategori | Implementasi SAKIP wajib Jumlah poin penilaian Sistem Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
kualitas penilaian dilaksanakan oleh seluruh Akuntabilitas Kinerja Dinas 2014,Permen PAN-RBRepublik
pelayanan SAKIP Dinas intansi pemerintah dalam Kesehatan dalam periode Indonesia No 53 Tahun 2014
publik dan Kesehatan rangka peningkatan mutu tertentu
akuntabilitas kinerja, anggaran, dan
pengelolaan reformasi birokrasi secara
keuangan selaras dengan tata cara
pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan.
Indeks Indeks Untuk mengukur tingkat Jumlah total nilai persepsi Permen PAN-RBRepublik Indonesia
Kepuasan kepuasan masyarakat sebagai kepuasan masyarakat tentang | No 14 Tahun 2017
Masyarakat pengguna layanan dan pelayanan kesehatan di
meningkatkan kualitas seluruh puskesmas dalam
penyelenggaraan pelayanan kurun waktu tertentu terhadap
publik. jumlah seluruh puskesmas
dalam kurun waktu yang sama
kali seratus persen
2 Meningkatnya | Angka per Informasi mengenai tingginya Jumlah ibu hamil yang Kepmenkes RI HK.
kualitas Kematian Ibu 100.000 | AKI akan bermanfaat untuk meninggal karena hami, 02.02/Menkes/52/2015
pelayanan kelahiran | pengembangan program bersalin dan nifas dalam suatu
kesehatan hidup peningkatan kesehatan wilayah atau periode tertentu

reproduksi, terutama pelayanan
kehamilan dan membuat
kehamilan yang aman bebas
risiko tinggi (making pregnancy
safer), program peningkatan
jumlah kelahiran yang dibantu
oleh tenaga kesehatan,
penyiapan sistim rujukan dalam

terhadap jumlah seluruh
kelahiran hidup dalam waktu
dan periode yang sama kali
100.000 kelahiran hidup (KH)




penanganan komplikasi
kehamilan, penyiapan keluarga
dan suami siaga dalam
menyongsong kelahiran

Angka per 1000 | Angka Kematian Bayi Jumlah kematian bayi dibawah | Kepmenkes RI HK.
Kematian kelahiran | menggambarkan keadaan 1 tahun dalam suatu wilayah 02.02/Menkes/52/2015
Bayi hidup sosial ekonomi masyarakat di atau periode tertentu terhadap
suatu wilayah jumlah seluruh kelahiran hidup
dalam waktu dan periode yang
sama kali 1.000 kelahiran
hidup (KH)
Prevalensi % Stunting berdampak pada Jumlah kasus stunting Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Stunting tingkat kecerdasan, kerentanan | (pengukuran pada anak balita | 97 Tahun 2014

terhadap penyakit, menurunkan
produktifitas dan kemudian
menghambat pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan
kemiskinan dan ketimpangan

berdasarkan tinggi badan
perusia (TB/U) terhadap

jumlah seluruh balita kali

seratus




2.8.

Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja
700/186/Itda,
Tanggal 5 Juni 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat Daerah

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022, Nomor :

Kota Tasikmalaya untuk perbaikan SAKIP Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

pada tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya Tahun 2022

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI

1. Pengumpulan data kinerja dan | Kepala Dinas Kesehatan telah
pengukuran data  kinerja | mengintruksikan Sekretaris dan semua
dilakukan  secara  berkala | Kepala Bidang dalam rapat internal, agar
(triwulan) dan berjenjang melakukan pengumpulan data kinerja dan

pengukuran data kinerja secara berkala
dan berjenjang pada unit kerja masing-
masing serta menyampaikan laporan
kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas
setiap Triwulan.

2. Laporan monitoring dan | Kepala Dinas Kesehatan telah
evaluasi rencana aksi agar | mengintruksikan Sekretaris dan semua
disempurnakan dengan | Kepala Bidang dalam rapat internal, agar
memuat informasi realisasi | melakukan penyempurnaan laporan hasil
anggaran, data kinerja dan | monitoring dan evaluasi rencana aksi
capaian kinerjanya, | dengan memuat informasi realisasi
kendala/permasalahan yang | anggaran, data kinerja dan capaian
dihadapi kinerjanya, kendala/permasalahan yang

dihadapi

3. Laporan kinerja (LKIP) agar | Kepala Dinas Kesehatan telah
disempurnakan dengan | mengintruksikan Sekretaris dan semua
menambahkan informasi | Kepala Bidang dalam rapat internal, agar
perbandingan realisasi kinerja | melakukan penyempurnaan laporan
dengan realisasi kinerja di level | kinereja (LKIP) dengan menambahkan
nasional (Kementerian Teknis), | informasi perbandingan realisasi kinerja
informasi keberhasilan/ | dengan realisasi kinerja di level nasional
kegagalan kinerja serta upaya | (Kementerian Teknis), informasi
perbaikan/penyempurnaan ke | keberhasilan/ kegagalan kinerja serta
depan (rekomendasi perbaikan | upaya perbaikan/penyempurnaan ke
kinerja). depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

4. Hasil dari Evaluasi | Telah disepakati oleh peserta rapat
Akuntabilitas Kinerja Internal | internal yang dipimpin oleh Kepala Dinas,
supaya dimanfaatkan dalam | bahwa Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas
mendukung efektifitas dan | Kinerja Internal supaya dimanfaatkan
efisiensi kinerja. dalam mendukung efektifitas dan efisiensi

kinerja.




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Nilai Sakip Dinas Kesehatan

GAMBAR 3.1
DATA CAPAIAN KINERIA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN
DEMNGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL
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Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sudah
berkualitas, Transparan, Efektif dan Efisien. Hal ini ditandai dengan
pencapaian indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
sebesar 100,64% yaitu dari target BB (78,4 1) dan terealisasi BB (78,91).

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,3 poin
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu BB (95,8) pada tahun 2022.
Dari segi capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,94 point
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100,31% pada tahun 2022.

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,44
poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu BB (72,47) pada
tahun 2021. Dari segi capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar
0,64 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 100% pada
tahun 2021.

Dalam perspektif perencanaan empat tahunan, realisasi kinerja
Capaian SAKIP Perangkat Daerah ini sudah aman/ baik sesuai dengan target
akhir Renstra yaitu BB (80) dan terealisasi (78,91) dengan capaian 98,64%.
Posisi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berada 0,17 poin di atas rata-rata

nilai SAKIP Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu BB (78,91)



sedangkan rata-rata nilai SAKIP Seluruh Perangkat Daerah di Kota
Tasikmalaya yaitu BB (78,74).

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya
kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang
transparan, efektif dan efisien tercapai melalui indikator kinerja capaian
SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,64% dengan efisiensi anggaran sebesar
14,26% atau sebesar Rp.557.283.880,00. Adapun efisiensi ini di dapat dari
pagu anggaran sebesar Rp.310.926.626.274,00 dan terealisasi sebesar
Rp.307.173.299.424,00 atau 98,79%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai SAKIP
Perangkat Daerah pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan

rincian kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;

i. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya target

SAKIP Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu:

1. Keselarasan Perencanaan Dinas Kesehatan ditandai dengan persentase
keselarasan perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 100% dari target
100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Keselarasan
Perencanaan Dinas Kesehatan didukung oleh perencanaan dan
penganggaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai 100% pada setiap
sub kegiatan sebagai berikut:

a) Tersusunnya dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan sebanyak 1

dokumen;



b) Tersusunnya RKA-SKPD sesuai dengan pedoman penyusunan RKA-
SKPD sebanyak 1 dokumen;

c) Tersusunnya RKAP-SKPD sesuai dengan pedoman penyusunan RKAP-
SKPD sebanyak 1 dokumen;

. Tercapainya kinerja Dinas Kesehatan yang ditandai dengan persentase

capaian kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100% dari target 100%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Tercapainya kinerja Dinas

Kesehatan didukung oleh evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai

100% pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang transparan dan akuntabel sebanyak 1 laporan;

b) Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD sebanyak
4 laporan.

. Tertibnya administrasi keuangan Dinas Kesehatan ditandai dengan

persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP terealisasi

100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Tertibnya administrasi keuangan Dinas Kesehatan didukung oleh

pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

ditunjukkan dengan realisasi kinerja yang mencapai 100% pada setiap

sub kegiatan sebagai berikut:

a) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN untuk 30 bulan;

b) Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi Dinas
Kesehatan sebanyak 1.700 dokumen;

c) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1
laporan;

d) Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 3 dokumen;

e) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan;



3.2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

GAMBAR 3.2
DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN
DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL
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INDEKS KEPUASN MASYARAKAT

Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sudah

berkualitas, transparan, efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan pencapaian
indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Tahun 2023
sebesar 98,63% yaitu dari target B (81,22) dan terealisasi B (80,11). Realisasi kinerja
tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,11 poin dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu B (81,22) pada tahun 2022. Dari segi capaian kinerja juga
mengalami penurunan sebesar 1,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yaitu 100% pada tahun 2022. Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan
sebesar 1,04 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu B (79,07) pada
tahun 2021. Sedangkan dari segi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar
1,37 poin dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 100% pada tahun
2021.

Dalam perspektif perencanaan empat tahunan, realisasi kinerja IKM Dinas
Kesehatan sudah aman/ baik sesuai dengan target akhir Renstra yaitu B (84) dan
terealisasi B (80,11) dengan capaian 95,37%. Posisi Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya berada 7,03 poin di bawah rata-rata nilai IKM Seluruh Perangkat
Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu A (80,11) sedangkan rata-rata nilai IKM Seluruh
Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya yaitu BB (87,14).

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai melalui



indikator kinerja IKM Dinas Kesehatan sebesar 98,63% dengan efisiensi anggaran
sebesar 0,01% atau sebesar Rp.5.223,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu
anggaran sebesar Rp.52.233.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.227.927,00 atau
99,99%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai IKM Perangkat
Daerah pada tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dalam sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah
prinsip pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi unsur yang relevan, valid,
dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasu pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana,
meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama tersenggaranya suatu proses (usaha,



pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai IKM Dinas Kesehatan diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap 9.000 responden yang dilaksanakan di 24 UPTD, terdiri dari 22
Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan.

Beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya target IKM Dinas
Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat dari banyaknya unsur yang bernilai
kinerja BAIK. Sebanyak 5 dari 9 unsur bernilai kinerja BAIK (55,56%), terdiri dari:
Persyaratan pelayanan; Penanganan pengaduan saran, dan masukan; Kesesuaian
produk standar pelayanan; Kewajaran biaya dan tarif; dan kompetensi Petugas
dalam pelayanan.

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh
pemerintah telah difahami dan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan
tersebut meliputi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Indonesia Sehat (KIS)/tanda kepesertaan BPJS.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan terhadap
pelayanan publik, sehingga harapan masyarakat untuk perbaikan pada masa yang
akan datang dapat terakomodir.

Kesesuaian produk standar pelayanan, bahwa masyarakat merasa puas
dengan pelayanan yang diterima karena telah sesuai dengan standar yang
ditentukan sebagaimana informasi yang tersedia di setiap layanan. Misalnya ibu
hamil akan mendapatkan pelayanan 10 T yaitu: 1. Pengukuran tinggi badan; 2.
Pengukuran tekanan darah; 3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas; 4. Pengukuran
Tinggi Rahim; 5. Penentuan letak janin (presentasi janin) dan penghitungan denyut
jantung janin; 6. Penentuan status Imunisasi Tetanus Toksoid (TT); 7. Pemberian
tablet tambah darah; 8. Test laboratorium. 9. Konseling dan penjelasan; dan 10 Tata
laksana atau mendapatkan pengobatan.

Kewajaran biaya dan tarif, bahwa masyarakat merasa puas dengan tarif yang
telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dan Jaringannya.

Kompetensi Petugas dalam pelayanan, bahwa masyarakat merasa puas

dengan kemampuan petugas yang memberikan pelayanan. Upaya peningkatan



kompetensi terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui pembinaan, workshop

dan pelatihan.

3.3. Capaian Angka Kematian Ibu (AKI)

DATA CAPAIAN KINERIA TAHUN 2023, PEREANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN
DENGAMN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAMN NASIOMAL

EﬂSIeHSIAnqqaran 6.03% Parbanmngan danga
Rp. 1.915.093.440

| Taret

303,8 per 192.2 per
100000 KH 100.000 KH 189 {SF 2020 iz

ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah ibu yang meninggal pada masa

hamil, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap
jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000
kelahiran hidup (KH). AKI di Kota Tasikmalaya telah mencapai target. Hal ini
ditandai dengan pencapaian kinerja AKI sebesar 136,73% yaitu dari target 303,8 per
100.000 KH tercapai 192,2 per 100.000 KH atau dari target kematian ibu sebanyak
32 kasus menjadi 21 kasus.

Realisasi AKI lebih buruk 11,7 per 100.000 KH dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 192,2 per 100.000 KH, sedangkan
tahun 2022 sebesar 180,5 per 100.000 KH. Sedangkan dari aspek capaian, AKI
mengalami peningkatan sebesar 23,2% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar
136,76 sedangkan tahun 2022 sebesar 113,22%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian AKI sudah melebihi
target akhir Renstra yaitu sebesar 130,195% yaitu dari target 275,34 per 100.000
KH terealisasi 192,2 per 100.000 KH. Posisi AKI Kota Tasikmalaya berada 3,2 poin
lebih tinggi di atas angka Nasional, yaitu realisasi AKI Kota Tasikmalaya sebesar

192,2 per 100.000 KH sedangkan Nasional sebesar 189 per 100.000 KH (Hasil



Sensus Penduduk 2020). Dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif,

dimana semakin rendah realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja angka kematian ibu sebesar
136,73% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,03% atau sebesar Rp.115.661.034,00.
Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp.1.918.093.440,00 dan
terealisasi sebesar Rp.1.802.432.406,00 atau 93,97%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indicator AKI tahun 2023
yaitu Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.

Faktor yang mendukung keberhasilan/penurunan Angka Kematian Ibu
Antara lain:

1. Peningkatan kapasitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
dengan tujuan agar kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, ibu bersalin dan
ibu nifas dapat ditanggulangi, sehingga kematian ibu dan bayi dapat dicegah;

2. Pembinaan Koordinator Kesehatan KB;

3. Pembinaan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak;

4. Focus Group Discusion Pengkajian Kasus Kematian Ibu, Pembelajaran Kasus
Kematian Ibu;

5. Sosialisasi Buku KIA dan Sosialisasi Perwal KIBBLA (Kesehatan ibu, Bayi baru
lahir, bayi dan Anak Balita) Bagi Puskesmas dan Lintas Sektor;

6. Sosialisasi SHK (skrining hipotiroid kongenital), Rakor KIA, Pembinaan Bidan
Kelurahan, Orientasi Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal,

7. Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan reproduksi bagi
pasangan usia subur (PUS)/Calon pengantin;

Peningkatan kualitas rujukan/penanganan kegawatdaruratan maternal,

9. Inovasi pelayanan bagi ibu hamil dan Ibu bersalin telah dilaksanakan di seluruh
Puskesmas;

10.Bekerjasama dengan Organisasi Profesi: Ikatan Bidan Indonesi (IBI),
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia serta

Perguruan Tinggi jurusan Kebidanan yang ada di Kota Tasikmalaya.



3.4. Capaian Angka Kematian Bayi (AKB)

GAMBAR 3.4
DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN
DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

Efisiensi Anggaran,
29.23%
Rp. 35.251.380

108,49%

( Target )

8.6 per 7,87 per
1.000 KH 1.000 KH

ANGKA KEMATIAN BAYI

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun

dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup
dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB di Kota
Tasikmalaya telah mencapai target. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja AKB
sebesar 108,49% yaitu dari target 8,6 per 1.000 KH tercapai 7,87 per 1.000 KH atau
dari target sebanyak 99 kasus menjadi 86 kasus.

Realisasi AKI lebih buruk 0,2 per 1.000 KH dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 7,87 per 1.000 KH, sedangkan tahun
2022 sebesar 7,67 per 1.000 KH. Sedangkan dari aspek capaian, AKB mengalami
peningkatan sebesar 53,48% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 108,49%
sedangkan tahun 2022 sebesar 55,01%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian AKB di bawah target
akhir Renstra yaitu sebesar 92,19% yaitu dari target 7,3 per 1.000 KH terealisasi
7,87 per 1.000 KH. Posisi AKB Kota Tasikmalaya berada 8,08 poin lebih rendah di
atas angka Nasional, yaitu realisasi AKB Kota Tasikmalaya sebesar 7,87 per 1.000
KH sedangkan Nasional sebesar 16,85 per 1.000 KH (Hasil Sensus Penduduk 2020).
Dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah
realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja angka kematian bayi sebesar



108,49% dengan efisiensi anggaran sebesar 29,23% atau sebesar Rp.35.251.380,00.
Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.600.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 85.348.620,00 atau 70,77%.

Faktor yang mendukung keberhasilan penurunan Angka Kematian Bayi

Antara lain:

1. Kunjungan neonatal KN1 pada saat 6-48 jam setelah lahir, KN2 pada hari ke3
sampai dengan hari ke 7 setelah lahir dan KN3 pada hari ke 8 sampai dengan
hari ke 28 setelah lahir;

2. Inisiasi menyusui dini (IMD), imunisasi, konseling perawatan BBL dan ASI
eksklusif dan pemeriksaan kesehatan lainnya dalam MTBM (Manajemen
Terpadu Bayi Muda) dan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit);

3. Peningkatan kapasitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED),
sehingga kasus kegawatdaruratan pada bayi dapat teratasi;

4. Peningkatan kualitas home care;

5. Peningkatan kualitas rujukan/penanganan kegawatdaruratan;

6. Bekerjasama dengan Organisasi Profesi: Ikatan Bidan Indonesi (IBI), Ikatan
Dokter Anak Indonesia, lkatan Dokter Indonesia serta Perguruan Tinggi

Kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.5. Prevalensi Stunting

GAMBAR 3.5
DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN
DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

137,13% [~

( Target ) [(Realisasi
17,1% 10,75%

PREVALENSI STUNTING



Jumlah kasus balita stunting di Kota Tasikmalaya telah mencapai target atau
mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan pencapaian kinerja Prevalensi Stunting
sebesar 137,13% yaitu dari target 17,1% tercapai 10,75% atau dari target 7.580 balita
menjadi 4.767 balita.

Realisasi prevalensi stunting lebih baik 1,87 poin dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 sebesar 10,75%, sedangkan tahun 2022 sebesar
12,62%. Sedangkan dari aspek capaian, Prevalensi stunting mengalami peningkatan sebesar
6,8% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 137,13% sedangkan tahun 2022 sebesar
130,28%.

Ditinjau dari perspektif perencanaan 4 tahunan, capaian Prevalensi stunting di
bawah target akhir Renstra yaitu sebesar 108,9% yaitu dari target 11,1% terealisasi 10,75%.
Posisi Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya berada 10,85 poin lebih rendah di atas angka
Nasional, yaitu realisasi Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya sebesar 10,75% sedangkan
Nasional sebesar 21,6% (Hasil SSGI 2022). Dikarenakan indikator ini merupakan indikator
negatif, dimana semakin rendah realisasi, maka kinerja semakin baik atau sebaliknya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan tercapai melalui indikator kinerja Prevalensi Stunting sebesar
137,13% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,11% atau sebesar Rp.
779.990.997,00. Adapun efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp.
7.715.044.483,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.935.053.485,00 atau 89,89%.

Faktor yang mendukung keberhasilan penurunan Prevalensi Stunting Antara lain:

1. Sosialisasi Buku KIA dan Sosialisasi Perwal KIBBLA (Kesehatan ibu, Bayi baru
lahir, bayi dan Anak Balita) Bagi Puskesmas dan Lintas Sektor;

Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu hamil KEK;

Pemberian Makanan Tambahan untuk balita stunting dengan underweight;
Pemberian formula (F100 dan F75) untuk Balita Gizi Buruk;

Tematik

Pemenuhan alat antropometri yang terstandar untuk semua posyandu;

Pemenuhan Hb meter dan strip Hb untuk pemeriksaan Hb rematri;

® N o k0D

Pemenuhan tablet Fe untuk ibu hamil dan remaja putri;



BAB IV. PENUTUP

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak
2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil
pengukuran terhadap pencapaian kinerja, secara umum telah mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja Capaian SAKIP Perangkat
Daerah sebesar 100,64%; pencapaian indikator kinerja Indeks kepuasan
Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan sebesar 98,63%; pencapaian kinerja AKI sebesar
136,73%; dengan pencapaian kinerja AKB sebesar 108,49%; dan pencapaian kinerja
Prevalensi Stunting sebesar 137,13%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Tasikmalaya, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023. Jumlah anggaran
belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.421.968.536.217,-
dengan tingkat efisiensi sebesar 38,7% atau Rp 163.396.145.785.-

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996, mengenai
kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja, bahwa jika hasil pencapaian DIBAWAH
60%, maka anggaran belanja dikatakan SANGAT EFISIEN. Dengan demikian
anggaran belanja Dinas Kesehatan termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.
Adapun tingkat capaian kinerja mencapai 99,03%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders
ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya, Maret 2024

UUS SUPANGAT, dr. M.KM
5 NIP. 1,9701,0,903 200604 1 008




LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemenntahan yang efelt!, transparan dan
Wmmmm.mmmmmmmw
Nama - dr. UUS SUPANGAT

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnys deebut PIHAK KESATU

Nama . Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH, S.STP.  ME
Jabatan Wali Kota Tasikmataya

Selanjuinya disebut sebagai PIMAK KEDUA
WKESATUMManWMmMMm
mn.mmmummmmmmmwm
ditetapkan dalam dokumen pefencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaan target
MMW‘MMW
PmmmwmmMimmmmmumm
mwmmmwdmmummmm
MMWndmumi.

Taskmalaya, 24 Oktober 2023

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH,, §.STP, M.E dr. UUS SUPANGAT

NIP. 19700903 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
I ] | =5 e 4 7,
Pelayanan Publik dan ::":"‘" B
valuasi SAKIP Kategon Be
Akuntadilitas Pengelolaan Dinas Kesehatan
Keusngan
Meningkatnya Kualitas Angka Kematan Ibu Per 038
Pelayanan Kesehatan '°::°°
Angka Kematan Bays | %er 1000 | 88
KH
| Prevatens: Stunting % AN
2 3 4
Program Penunjang Urusan Rp 311.232010274| APBDN |
Pemesintahan daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Rp 105993498343 APBD I |
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber | Rp 1421.740000| APBOD W
Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Rp 699212000 APBODN
Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Pemnberdayasn Masyarakat ‘Rp 192745000 APBON
Bdang Kesehatan
TOTAL Rp 422273920217 | APBOII
Tasimalaya, 24 Okiober 2023
PIHAK PIHAK KESATU
G

Dr. CHEKA VIRGOWANSYAN., S.STP, ME

dr. UUS SUPANGAT
NIP. 10700000 200004 1

oon




LAMPIRAN 2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Tahun 2023

) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET CAPAIAN

Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Kategori Baik Baik

Felayanan Publik dan Masyarakat

Akuntabilitas Pengelalaan . .

Kauangan Milai Evaluasi SAKIP Dinas Kategori EE BB
Kesehatan

Meningkainya Kualitas Angka Kematian lou Per 100.000 3038 (32 192.2
Pelayanan Kesehatan kH iu) {21 lbw)

Angka kematian Bayl Per 1000 KH 8.6 7.87
(99 bayi) (86 bayl)

Prevalensi stunting 17.1 10,75
(7,580 [4.767 balita)

balita)




LAMPIRAN 3

LAPORAN CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023
(REALISASI S.D 31 DESEMBER 2023)
TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

|. REKAPITULASI LAPORAN CAPAIAN FISIK DAN RELAISASI KEUANGAN

Realisasi Kegiatan s.d 31 Desember 2023

ANGGARAN TOTAL REALISASI
NO NAMA SKPD SISA ANGGARAN

L Jumlah Anggaran Keuangan Fisik
APBD Kota APBD Provinsi APBN
(Rp.) % %

1 |DINAS KESEHATAN 375.473.402.929 10.659.798.288 35.835.335.000 [ 421.968.536.217 401.325.397.938 95,11 99,03 20.643.138.279




LAMPIRAN 4

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1 ' (0265) 7521453
e-mal | inapedromiiaamaliyaiots 0o
TASIKMALAYA

Nomor
Sdnt
Lamperan
Perha

Tasikmalaya. 08 Juni 2023
00 / 86/ 1tds Kepada
Basa Yth Kepaia Dnas Kesehatan
1 (satu) berkes Kota Tasikmalaya
Laporan Hasll Eveluasl &
alas Akuntabiitas Kinera Tastkmalaya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 8
Tahun 2006 lantang Pelsporan Keuangan dan Kinena Instans:
Pemerntah, instruksi Presidan Rl Nomor 7 Tahun 1869 tentang
Avumiabatas Kinera Instansi Pemenntan, Peraturan  Prasiden
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinena
instansi Pemerntah, Peraturan Nenten Pendayagunaan Aparatur
Negsra dsn Reformas Brolras Nomor 88 Tahun 2021 fentang
Evaluas: Akuntabiiss Instens: Pamerintah, Keputusan Wil Kota
Teskmslaya Nomor 7TO0VKep $-itda/2023 tanggal 2 Jamuari 2023
tentang Program Keeja Pengewasin Tabunan (PXPT) Tahun 2023
gan Surat Perintah inspektur Nomor TOO/ST 108Mds tanggal 03 Apni
2023 perhad Malaksanshan Evaluss: SAKIP pada Dinas Kesehatan
Kota Tssikmalays Tahun 2022, bersama i kami sampaikan hasil
evaluas sebaga! benkut |

1 Tujuan Evaluasi

Kami telsh melakukan ovaluas itas Laporan Akuntaddtss Kinena
Diras Kesohatan Kota Tashmalays Tahun 2022 dengan fyuen -
& Mampercieh informasi tentang mplementasi Sistem AKIP

b Menilai ingkat implamantasi SAKIP,



©  Menia ingkat akuntatyitas wnena instans: pemenmtan

d Memberican saran parberkan untuk peninghsian implemeantas:
SAMIP dan,

& Memonitor tindak lanjut reemendas Rasll avalussl peanode

sebelumnya

Ruang Lingkup Evaluasi

Rusng Lingkup evaluasi diatsanakan lerhadap 4 (Empet)
omponen besar manajemen kirena yang melput Perencanaan
Kneda Perguhuran Kinens, Felaporan Kinena dan Evaluas
Akuniabitas Instans Pemenntan

Maenoaoiog gan Teknik Evalues

Melodolog) evaluas AKIP diakukan dengan cars somOinss: dan

matodolog! kualitati! dan kuartiatit dengan MempertmDangean
SO0 haprakisan den kegunsan (hemanfastan)

Tekrvk everuas yang digunakan. antars lain chakial pengumpulan
data inMormas. komunikas meleu tanys dan awab secerhana
obuervas!, stuc dokumantas)

Hasi Evaluas|

Eveluas disksanakan terhadap Dokumen Perencanasan Kiners
yang terdin dan Rencana Strateps (Renstra), dokumen Rencana
Kens (Rerys), dokumen Pecaryan Kinena dan Laporan Kinens
instarsy Pemenntah (LKIP) Tathun 2022 senta dokumen ekt
wnrya

Has! evaluas dituangkan dalam bentuk Nda SeNQan kisarsn muse
dant © sampi dengan 100, Dwas Kesshatan Mots Tasiunmalays
mendspat nial 78,91 dengan kategor “BB" atau Sangat Bak
dengan rncan hast pONIaN KeIeGel benkut



No Komponen Yang Dinltal Bobot ::;',
| Wi 1T 56 (7700
20 23.10
h) A |
“ 18,00 |
e e
Nilal Hasil Evaluas SAKIP T80
3 Akuntabiil Be |
3
Nilsi sebagaimana lersebut di stas. marupskan akumolas)

pandaian tamadap salurun komponen mansamen kinega dan
capaian knerns pada Omnas Kesshatan Kota Tasikmalsys

gengan penjelasan sebagm berikut

. Perencanaan Kinerja
Evaluasi lernacap komponen perencanaan unena memparolsh
nial sebesar 27,00 yang dilunjukkan dengan kondisi
SADage Derikut

")

2)

Keberadaan

Hasil  evalussl  lerhadap ketersedaan dokumen
perencanaan kinens ystu pamaenvhan dgokumean berups
pedoman teknis perencanaan kinerna Renstra Renja,
Perjanpan Kinerja, gan DPA mandapat nilg: 5,40

Kualitas

Has | evaluas) ternadap sualitas dokuman
Parencansan Kinarja menunjukkan telah memaenuhi
slandar yang baixk dengan nilal 8,10 dengan uraian
sebagal bankut

a)Dokumaen Perancanaan Kinerja Dinss Kesshatan
talan diformalkan dan telah dipublikasikan;

b) Dokumen Pergncanaan Kinena telah memenuhl
standar yang balk, kualites rumusan hasil
{(lujuawvsasaran} telah meanggambarkan kondisl




kinerja yang akan dicapal dengan ukurmn kinerna
yang SMART, menggambarkan nubungan yang
berkesinambungan serta selaras anrtara
kondisvhastd yang aan J<apie 4 setiap level
jabatan (Cascading) dan pegawal. namun belum
membenkan Informasi tentang hubungamn kinens.
strategl kedijakan., bahkan aktlivitas antar
bangigengan tugas dan fungs! lam yang Derkadan
(Crosscutting).

3} Pemanfaatan

Hasd avaluasl lerhadap pemanfaastan  dosumen

perencanaan dengan nial 13,50 hal i menunukkan

Dahwa dohumen perencansan isiah dmanfaatkan untuk

mewujudkan hasid yang berkesinambungan. dengan

uraian sebagal berikut

a) Anggaran ditetapkan telah mengacu paca Kmena yang
ngin mcapai,

b) Aktivitas yang olaksanakan telah mendukung wineas
yang ingin dicapai;

cl Target yang dietapkan dalam dohumen parencansan
bnena (Renstra, Rena, Peranjian Koema) telah
dicapa dengan baik.

g} Rencana Aks teish dipaniau secara beckals namun
laporan  hasii monev Rencans Aksi belum
mangoambarkan hasil pengukuran kinenanya. hanya
pencapaian anggaran sa3.a3

#8) Perbakarvpenyempurnaan dokumen  parancansaan
wnena telah mewupuokan kondisiMas! yang ledin baik.

N Unit Kena can Pegawa telah sepenuhinya berkommen
datam pencapaian kinerja.



L. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran knena mendapatkan néai
23,10 yang daunjuskan dengan kondis: sebagn Derikut

3)

Keberndaan

Hasd wsvalvasi ‘terhadap ketersediasn  dokumen
pangukuran hinega dengan nilas 4,80 hal ni Mmenunjukkan
babwa Dunas Kesehatan telah memiliki pedoman teknis
pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
Doxumen IKU telah menjelaskan cara mangukur indkator
hineria (formula)

Kuattns

Masd eveluss terhadap huaias penguluran inens
dangan nile 6,30 hal i menunukkan bahwa pengukuran
nerja belum sepenuhnya mergad kebutuben dalam
mewujudkan kinara secars sfektif dan ofisien dengan
uraien sebagnl berikul

a) Pimpinan selal toribet sebaga pengambil keputusan
(Decision Maker) dalam mengukur capsan kinerna

b) Pengumpulan data Kinena dan pangukuran capaian
kmena Ieiah dakukan secarsm  berkala,  namun
pengumpuian cata kiners dan pencapaian data kinens
belum memuM Informasi fentang datia kinerns den
capamannya hanya mamud! iInformas realisas anggaran
ana

Pamantaatan

Mosi eveluss Yerhadep pemanifantan pengusuren kineris
dangan niel 1200 hal il Menunjuskan Dafrwe
Poangukuan  Kinefa felsh  dijedhkan dase:  Oalem
pemberian rewsrd dan Punishment, serta telah meiakuken

PONYyesLA AN Arateg dalam Mencaps Lnena yang efesnr
dan efisien



. Laporan Kinerja
Eveluasl terhadap laporan kinans mendapathen s 10,80
yang dtunjuskan dengan kondisl sebagm berikut

Y

4

J)

Kebaradaan

Hanl avaluaw ternadap laporsn kinens dengan nilal 2,40 hat
N menunjukkan bahwe Dinas Kesohatan Kota Teskmalays
sudah menyusun Laporan Kinens, telah dformalken dan
Gpublisaikan metalul website sarta disampakan teps
wakiy

Kumitan

Hasld svakins torhadap Kusiles 1800ran hneda dangan nial
3198 ne i menuryukken bahwe Laporan Kinena Selah
mamuat irfoemani PONCADAIAn kine)n berupe
kabarhasiavkagagaian nena bak  knens  jJangks
menecgah dan tahunan felah memust nformas efisiens
Mas penggunaan sumber days serta upays
perbakan/penyempumaan Mnens kedepan, namun belum
memual Informas pebendingan realsas! kinena dengan
reslisas unens & level nasional (Kemantenan tekne)
betum mengindokan upays perbakan dan peryempumaan
kineis be depan (Rekomendas: perbakan kinens)
Pomanfaatan

Hasl svaluasi emedep cuaktas aporan kinena dengan nie
85,28 hal ni menunjukkan bahws Lapomsn Kners belum
sepanubnys membeckan dampak yang besar  dalem
penyesuaan strategdetyacan delam mencapm kinona
beckutny s

d. Evaluasi Kinerja
Evaluas: terhadap evaluasi hnegs mendapetkan nilan 18,00
yang dilunjukkan dengan konds: sebagal benkut



5. Saran

L

4

3

Xeberocaan

Haml ovaluasi akuniabitas unena ntemal dengan nia 4,00
hal 0l menurpukkan bahwe Dinas Kessahatan lsiah memibki
pecoman teknis Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Internal dan
welah melsksanatan secars banenjang

Kuahtas

Hasl evaluasl alas huaitas shumabiinas hnena miemal
dergan mie 5285 hal wm menunjukkan babwa Dmas
Kesahatan belum sepanuhngs mealakukan  avaluse
akurtabitas secara berkualitas dengan Sumber Daya yang
mermnadas

Pamartaston

Hasl eovaluas! atas hualitas akuniabilites kinerja
internal dengan nilai 8,78 ha! imi menunjukkan bahwa
hasd evaluas: mternal secara bDenemang telah
menuyukkan adanya peningkatan implementas)
SAKIP namun belum sepenuhnya mambarikan dampak
dalam efektifites dan efisiens) kinerna

Terhadap parmasaliahan yang telah dikemukakan 4 atas,
kami mearehomendasikan kepada Kepala Dinas Kesshatan
besana seluruh [a@rannya agar mempahabkan hal-hal sebage
berikut

1. Pengumpulan dats kinerja dan pengukuran data kinena
dilakukan secara berkala (trvwulan) dan Deren|ang
Laporan mondoring dan evaluas: rencana aksi ager
disampurnakan dengan memuat informasl realisas:
anggaran, data knerja dan capaan kinerjanys,
kendala/parmasalahan yang dinacaps sarta
rekomencgasi/tiindak pengendalian yang dilaky«can

2



- - L 4 ’ -

3 Laporan kinerja (LKIP) agar disempurnakan dengan
menambahkan nformas: perbandingan realisas: kinera
dengan realisasi kinerja di level nasional (Kementenan taknis).
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja sena upaya
perbakan/penyempurnaasnnya ke depan (rekomendas
pertaikan kinerja)

4 Hasil dari Evaluas Akuntabditas Kinerja Internal supaya
demanfaatean dalam mendukung efeklifitas dan efisiensi
kinera

Demikian  kami sampaikan hasil evaluasi astas
iImplementas! Sistern AKIP sebsgal penerapan manaemen
kinerja. Kami menghargal upaya Saudara DdDeserta seluruh
iajaran calam menerapian Sistem AKIP secara utuh di ingkungan
Dinas Kesehatan Kots Tasikmalaya sebaga: bagian dari
penerapan Reformas Baeokras: Berikul tedampir Lembar Kena
Evsiuasi yang merupakan penjelasan dan poin 4

Torima kasih atas perhatian dan kerjssams Saudara
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DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL
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Dokumentasi Indikator Prevalensi Stunting



